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Kecelakaan di perlintasan kereta api sudah sering kita jumpai, terdapat beberapa
perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu, sehingga menimbulkan
kecelakaan. Salah satu fasilitas penunjang yang sering dilupakan dalam
keselamatan bagi pengguna jalan adalah palang pintu kereta api. Hal yang sangat
jarang diperhatikan oleh orang-orang sekitar padahal palang pintu kereta api
sangat penting dan bermanfaat untuk menjaga keselamatan pengguna kendaraan.
Oleh sebab itu menjadi kewajiban PT Kereta Api Indonesia sebagai
perkeretaapian menjaga rasa aman tersebut baik pada pengguna jasa kereta api
maupun masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan latar belakang di atas ada dua rumusan masalah yang diteliti,
Pertama bagaimana tanggung jawab PT KAI terhadap kecelakaan kereta api di
perlintasan kereta api? Kedua dapatkah PT KAI digugat secara keperdataan
terhadap kecelakaan di perlintasan?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah normatif dan
empiris dengan data primer dan sekunder yang masing-masing data diperoleh dari
penelitian kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data yakni dengan studi
lapangan dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT KAI terhadap korban
kecelakaan di perlintasan, pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka,
atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
Korban dapat meminta tanggung jawab PT KAI untuk bantuan santunan akibat
kecelakaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dari perkeretaapian.
Selanjutnya dapat diajukan kepada PT Jasa Raharja. dengan dilihat prinsip
kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan rasa keadilan ( Ex aequo et bono)
yang merupakan keputusan primair dalam perdata terdapat Petitum declatoir,
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Petitum constitutive, Petitum condematoir maka dalam putusan ex aequo et bono
sekaligus merupakan putusan primair dalam gugatan perdata.Terkait hubungan
kerja, jika keempat unsur pokok kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh penjaga
perlintasan (PJL) terpenuhi, maka bentuk tanggung gugat PT KAI sebagai badan
usaha pengelola sarana dan prasarana kereta api berupa tanggung gugat secara
tidak langsung. Maksudnya adalah yang melakukan perbuatan melawan hukum
(PMH) sebenarnya bukan PT KAI itu sendiri, melainkan perbuatan dari orang-
orang yang bekerja atau bertugas untuk suatu badan hukum atau lembaga usaha
PT KA. Jadi secara organisasi PT KAI dapat digugat atas kasus kecelakaan di
perlintasan kereta api dengan berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata dan pihak
korban kecelakaan dapat meminta ganti kerugian kepada PT KAI berdasrakan
rasa keadilan (Ex aequo et bono) dengan gugatan perdata yang dimana dalam
praktek pengadlan berkenaan dengan perkara perdata terdapat asas lus Curia
Nuvit, yang dimana setiap hakim dinaggap tahu hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kereta Api, Kecelakaan .



